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PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2A76-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (51 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan Hasil
pengendalian dan evaiuasi tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang telah
ditetapkan Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2Q16-2O21, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 2 Tahun 2OlO tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a, dan huruf b maka perlu persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa

t Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun tggg tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
kolusi dan Nepotisme;



3. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. undang-undang 1 Tahun 2ao4 tentang perbendaharaan
Negara;

5. undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan NegJra;

6. Undang-undang Nomor zs rahun 2oo4 tentang sistim
Rencana Pembangunan Nasional;

7. undang-undang Nomor 33 Tahun zao4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan
Daerah;

B. undang-undang Nomor lr rahun zaoz tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun zaos-zozs;

9. undang-undang Nomor 12 Tahun 2orl tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

10. undang-undang Nomor 23 Tahun zor4 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2ols tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 2g rahun
2Al4 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinery'a Instansi pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2oa6 tentang Tata
cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun zoor tentang Laporan
PenyelenggaraEur Pemerintahan Daerah kepada pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepara Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tenta"ng Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 200g tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Nomor ls rahun 2010 tentang
Penyelenggaraarl Penataan Ruang;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraall pemerintah
Daerah;



19. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lg tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia
241t2025;

22.Petaturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun zats-zotg;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 200g
tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OOS-2A25;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang wilayah propinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2O05-2025;

26.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang wilayah Kabupaten Rembang tahun zo t t -zos t ;

27 . Petaturan Daerah Nomor 5 Tahun 2076 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang
tanggal 8 April 2019.

2. Pendapat Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten Rembang
tanggal 8 April 2OL9.

3. Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapat paripurna
DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 April 2A$.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Rembang
Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2ol6-2a21.

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan peraturan Daerah
sebagaimana diktum KESATU menjadi peraturan Daerah
Kabupaten Rembang.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku
ditetapkannya.

sejak tanggal

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 April 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH

H. MAJID KAMIL,MZ


